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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota
Binjai Tahun 2013-2017 dengan menggunakan metode pendekatan deskriptif.
Jenis data yang digunakan dalam pendlitian adalah data kuantitatif yang dihitung
berasal dari data Anggaran dan Realisas Pendapatan Belanja Daerah Kota Binjai
dan sumber data yang digunakan dalam penilitian ini adalah berupa data skunder,
data yang diperoleh dari dokumen laporan anggaran dan realisas berasal dari
Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah. Hasil analisis
penelitian ini menunjukan bahwa Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Binjai
dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belngja Daerah dinyatakan kurang
baik yang diukur dengan menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah, rasio
efektivitas PAD dan rasio efeseins keuangan daerah. Hal ini dapat dibuktikan
melaui (1) Raso Kemandirian Keuangan Daerah menunjukan tingkat
kemampuan keaungan daerah masih rendah sekali termasuk pola hubungannya
Instruktif karena nilai persentase berada dibawah 25%. (2) Rasio Efektivitas PAD
menunjukkan dinyatakan kurang efektif karena dari hasil pengelolaan nilai masih
dibawah 100%. (3) Rasio Efesienss Keuangan Daerah dinyatakan kurang efesien
karena berdasarkan perolehan nilai menunjukan diatas 90%-100%.

Kata Kunci: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, Raso Kemandirian
Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efesiensi Keuangan Daerah



ABSTRACT

This research aims to analyze the Financial Performance of the Binjai City
Government in 2013-2017 using the descriptive approach method. The type of
data used in the study is the quantitative data cal culated from the Budget data and
the Realization of the Binjai City Regional Expenditures and the data sources
used in this research are secondary data, data obtained from budget report
documents and realization comes from the Revenue Financial Management
Agency and Regional Assets. The results of the analysis of this study indicate that
the Financial Performance of the Binjai City Government in the Management of
Regional Revenue and Budget Management is stated to be less well measured by
using the regional financial independence ratio, the effectiveness ratio of PAD
and the efficiency ratio of regional finance. This can be proven through (1) the
Regional Financial Independence Ratio showing that the level of regional
capability is till very low including Instructive relations patterns because the
percentage value is below 25%. (2) Effectiveness Ratio of PAD shows that it is
declared to be less effective because the results of management of values are still
below 100%. (3) Regional Financial Efficiency Ratio is stated to be inefficient
because based on the acquisition of the value shows above 90% -100%.

Keyword: Govermment Financial Performance, Regional Financial

Independence Ratio, Effectivensess Ratio PAD, Regional Financial
Effeciency Ratio
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Lembaga pemerintah merupakan suatu organisas yang diberi

kekuasaanuntuk mengatur kepentingan bangsa dan negara. Lembaga pemerintah
dibentuk untuk menjalankan aktivitas layanan terhadap masyarakat luas.
Pembentukan pemerintah sesuai dengan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945.
Tujuan pembentukan daerah pada dasarnya untuk meningkatkan pelayanan publik
guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Untuk terwujudnya
kesgjahteraan masyarakat pemerintah membentuk peningkatan keamanan dan
kenyamanan, mutu pendidikan, mutu kesehatan dan lain sebagainya.

Good governance di Indonesia sendiri diterapkan sgjak meletusnya era
reformas yang dimana pada era tersebut terjadi perubahan sistem pemerintah
yang menuntut proses demokratis yang bersih sehingga good governance
merupakan alat reformas yang harus di terapkan dalam pemerintahan baru
sebagai pengarahan dan administras yang berwenang atas kegiatan masyarakat
dalam sebuah negara, kota, dan sebagainya. Pemerintah dilihat dari sifatnya yang
meliputi seluruh kekuasaan yaitu, kekuasaan legidatif, kekuasaan eksekutif, dan
kekuasaan yudikatif.

Pengelolaan pemerintah daerah, baik di tingkat provins maupun tingkat
kabupaten/kota memasuki era baru segjalannya dikeluarkannya Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Daerah yang mengatur



Masalah otonomi daerah dan Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pem"e" pysat dan Pemerintah Daerah. Undang-
undang tersebut mengatur pelimpahan kewenangan yang semakin luas kepada
pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas dan efesiensi penyelenggara
fungs pemerintah daerah. Sejalan dengan perubahan undang- undang otonomi
tersebut, tentunya membawa perubahan dalam pengelolaan fiskal pemerintah
daerah. Perubahan ini membuat pemerintah daerah diharapkan lebih mampu
dalam melaksanakan pembangunan di segala bidang, terutama untuk
pembangunan saran dan prasarana publik. Pembangunan tersebut diharapkan
dapat dilaksankan secara mandiri dari Sisi perencanaan, pembangunan maupun
pembiayaan. Untuk itu di perlukannya upaya agar kinerja keuangan pemerintah
handal dan dapat di percaya. Agar kinerja keuangan pemerintah dapat
menggambarkan sumber daya keuangan daerah tersebut.

Penyelenggaraan otonomi pemerintah daerah perlu didukung oleh
sumber daya manusia (SDM) dan sumber pembiayaan yang memadai. Oleh
karena itu, pemerintah harus berupaya untuk meningkatkan sumber daya yang
dimiliki mampu menyelenggarakan otonomi daerah. Pengelolaan keuangan
daerah yang baik akan berpengaruh terhadap kemajuan suatu daerah. Pengelolaan
keuangan daerah yang baik tidak hanya membutuhkan sumber daya yang handal
tetapi juga harus didukung oleh kemampuan keuangan daerah yang dapat dilihat
dari kinerja keuangan daerah yang diukur menggunakan analisis rasio keuangan
pemerintah daerah. Pengukuran kinerja keuangan pada pemerintah daerah juga
digunakan untuk menilai akuntabilitas dan kemampuan keuangan daerah dalam

penyelenggaraan otonomi daerah. Kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat



pencapaian suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan
dan mis organisas yang tertuang dalam perencanaan strategis suatu organisasi.
Apabila pencapaian sesuai dengan yang direncanakan, maka kinerja yang
dilakukan terlaksana dengan baik. Apabila pencapaian melebihi dari apa yang
direncanakan dapat dikatakan kinerjanya sangat bagus. Apabila kinerjanya tidak
sesuai dengan yang direncanakan maka kinerjanya kurang baik.

Analisis kinerja keuangan dilakukan untuk menilai kinerja dimasa lalu
dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posis keuangan yang
mewakiili realitas entitas dan potensi-potensi yang akan berlanjut. Beberapa rasio
yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD
antara raso kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD dan rasio
efesiens keuangan daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2018 Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintah
daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Pedoman penyusunan APBD
merupakan pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi Pemerintah Daerah
dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD. Sistem pengelolaan
keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan
pemerintah daerah.

Binjai adalah salah satu kota dalam wilayah Provins Sumatra Utara
Indonesia. Salah satu instrumen Pemerintah Kota Binjai yang dapat digunakan

untuk melihat seberapa jauh kemampuan daerah di dalam menjalankan kegiatan



pembangunan dan kegiatan Pemerintah Kota Binjai dalam memberi pelayanan
kepada publik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana
keuangan tahunan daerah, dimana menggambarkan anggaran pengeluaran yang
berguna untuk membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam
satu tahun anggaran dan disis lain menggambarkan penerimaan daerah guna
membiayai pengeluaran yang telah dianggarkan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun dengan pendekatan
Kinerja yaitu suatu sistem anggaran upaya pencapaian hasil kerja atau output dari
perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Jumlah pendapatan yang
dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang
dapat tercapai untuk setiap sumber pendapatan. Berdasarkan kemampuan

keuangan Pemerintah Kota Binjai dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.1
Klasifikas Kemampuan Keuangan Pemerintah K ota Binjai
No Uraian 2013 2014 2015 2016 2017
Realisasi Redlisasi Redlisasi Redlisasi Redlisasi
1 Pendapatan | 554.821.288.814 626.131.923.723 641.941.328.691 703.776.399.509 697.806.362.356
Umum
Daerah
Jumlah 554.821.288.814 626.131.923.723 641.941.328.691 703.776.399.509 697.806.362.356
2 | Ggi dan| 299.674.345.732 317.078.314.153 338.841.975.049 361.283.810.976 311.896.015.840
Tunjangan
3 | Tambahan - - 101.241.417.260,00
Pengasilan
Jumlah 299.674.345.732 317.078.314.153 338.841.975.049 361.283.810.976 413.137.433.100
Selisih 255.146.943.082 309.053.609.570 303.099.353.642 342.492.588.533 284.668.929.259
Jenis
Kategori Sedang Sedang Sedang Sedang Kecil
Kota

Sumber : BPKPAD Kota Binjai




Berdasarkan observas pendahuluan yang dilakukan pada Badan
Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) tingkat
kemampuan keuangan Pemerintah Kota Binjai berdasarkan tahun 2013-2016
dikategorikan sebagai Kota Sedang, karena jika dilihat dari rata-rata selisih
realisas pada tahun tersebut tidak mencapa Rp.400.000.000.000. Dengan
berlakunya Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 Tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran, dan
Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan
Komunikas Intensif dan Dana Operasional dikatakan Kota Besar apabila rata-rata
jumlah realisasi mencapai di atas Rp. 400.000.000.000.

Pada tahun 2017 Pemerintah Kota Binjai dikategorikan sebagai Kota
Kecil, karena berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional dikatakan Kota
Besar apabilarata-rata realisas mencapai angka Rp. 550.000.000.000.

Dari data klasifikas kemampuan keuangan Pemerintah Kota Binjai di
atas bahwa Pemerintah Kota Binjai mengalami penurunan dari katergori kota.
Penurunan tersebut diduga dapat mempengaruhi terhadap kinerja keuangan
Pemerintah Kota Binjai. Pemerintah Kota Binjai dipandang belum maksimal
dalam mencapai target realisas yang ditetapkan. Untuk itu diperlukannya analisis
pengukuran kinerja keuangan melalui rasio kemandirian, rasio efektivitas PAD
dan rasio efesiens: untuk melihat seberapa besar kemampuan Pemerintah Kota

Binjai dalam pengelolaan APBD.



Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk
melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah
Dalam Pengelolaan APBD Pemerintahan Kota Binjai Tahun 2013-2017”

B. Identifikasi Masalah dan Batasan M asalah
1. ldentifikas Masalah
a. Terjadinya penurunan Pendapatan Umum Daerah pada tahun 2017
sebesar Rp. 697.806.362.359
b. Terjadinya penurunan Gaji dan Tunjangan pada tahun 2017 sebesar
Rp. 311.896.015.840
c. Terjadinya penurunan kategori kota pada tahun 2017 dari Kota
Sedang menjadi Kota Kecil hal ini menyebabkan masih kurangnya
kemampuan kinerja keuangan di Pemerintah Kota Binjai dalam
mencapai target realisas anggaran.
2. Batasan Masalah
Mengingat masalah yang timbul, maka di perlukan batasan masalah
agar menghindari masalah dan preseps yang berkaitan dengan penelitian.
Oleh karena itu penelitian ini dibatasi pada “Pengukuran Kinerja Keuangan
yang dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas
PAD dan Rasio Efesienst Keuangan Daerah Dalam Mengelola APBD Kota

Binjai Tahun 2013-2017.

C. Rumusan Masalah
1. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kota Binjai berdasarkan rasio

kemandirian?



2. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kota Binjai berdasarkan rasio
efektivitas PAD?
3. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kota Binjai berdasarkan rasio
efesensi?
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
a. Tujuan
Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dari penelitian ini untuk
mengetahui :
a. Untuk menganalisis bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kota
Binjai berdasarkan rasio kemandirian keuangan daerah.
b. Untuk menganalis bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kota
Binjai bedasarkan rasio efektivitas PAD.
c. Untuk menganalisis bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kota
Binjai rasio efesiens keuangan daerah.
2. Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian ini dalam menganalisis kinerja keuangan
dengan menerapkan Rasio Kemandirian Keuangan Dearah, Rasio
Efektivitas PAD, Rasio Efesiens Keuangan Daerah dalam pengelolaan
APBD Kota Binjai Tahun 2013-2017 adalah sebagai berikut :
a. Manfaat Bagi Pemerintah
Penelitian ini dapat di harapkan berguna sebagai bahan masukkan bagi
Pemerintah Kota Binjai dadam rangka menentukan kebijakan dan
strategi agar kinerja keuangan daerah lebih baik lagi dimasa yang akan

datang



b. Bagi Universitas
Hasil penelitian ini dapat diharapkan memberikan kontribus sebagai
bahan refrensi bagi peneliti selanjutnya.

c. Bagi Pendliti
Dapat menambah pengetahuan dalam bidang keuangan daerah serta
meningkatkan kemampuan analisis tentang kinerja keuangan anggaran

pendapatan dan belanja daerah selama periode yang ditemukan

E. Keadian Penelitian

Penelitian ini merupakan replikas dari penelitian “Lazyra Ks yang
berjudul Analisis Rasio Keuangan Daerah Dalam Menilai Kinerja Keuangan
Pemerintah Kota Medan”. Sedangkan penelitian ini berjudul “Analisis Kinerja
Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan APBD Pemerintahan Kota
Binjai Tahun 2013/2017.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang terletak
pada :

Tabel 1.2
Originalitas Penelitian
No. Keterangan Penelitian Penelitian
Terdahulu Sekarang
1. | Lokas Kota Medan Kota Binjai
Penelitian
2. | Tahun 2016 2018
Penelitian
3. | Variabel yang | Penelitian ini| Penelitian ini
diteliti menggunakan lima] menggunakan tiga
rasio keuangan daerah | rasio keuangan
daerah

Sumber ; Penulis, 2019



. Variabel Penelitian : Penelitian terdahulu menggunakan 5 rasio keuangan
sedangkan penelitian ini menggunakan tiga rasio keuangan

. Waktu Penelitian : Penelitian terdahulu dilakukan tahun 2016 sedangkan
penelitian ini tahun 2018.

. Data Penelitian : penelitian terdahulu menggunakan data tahun 2011-
2015 sedangkan penelitian ini menggunakan tahun data 2013-2017

. Lokas Penelitian : Lokas penelitian terdahulu di Kota Medan sedangkan

penelitianini di Pemerintahan Kota Binjai.



BAB I1
TINJAUAN PUSTAKA

A.Landasan Teori

1. Devinis Kinerja Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan suatu proses identifikasi, pengukuran,
dan pelaporan transaks ekonomi keuangan dari suatu daerah proving,
kabupaten dan kota yang dijadikan sebagai informasi dalam pengambilan
keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan (Abdul Halim, 2012 :
35). Adanya tuntutan kinerja keuangan oleh masyarakat mengharuskan
pemerintah daerah memberikan gambaran tentang kinerja pemerintahnya.
Penilaian kinerja harus memberikan informas yang transparan kepada
masyarakat. Untuk mewujudkan transparas dan akuntabilitas dalam
pengelolaan keuangan daerah dan laporan pertanggung jawaban keuangan
pemerintah daerah perlu disampaikan tepat waktu dan disusun mengikuti
standart akuntansi pemerintah.
2. Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah

Pengukuran kinerja organisas sektor publik dilakukan untuk
membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Pengukuran kinerja untuk
membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja.
Ukuran kinerja digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan
keputusan dan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik serta
memperbaiki komunikas kelembagaan (Mardismo, 2009 : 121).

Analisis rasio keuangan APBD dilakukan dengan membandingkan

hasil yang dicapai dari satu priode dibandingkan dengan priode sebelumnya
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sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Tujuan dan
manfaat pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah adalah suatu prestas
dalam pelaksanaan program dapat diukur melalui dorongan dalam pencapaian
prestas tersebut. Pengukuran dilakukan secara berkelanjutan memberikan umpan
balik untuk upaya perbaikan secara terus menerus dan untuk mencapa masa
yang akan datang. Salah satu alat analiss kinerja keuangan pemerintah daerah
dalam mengelola keuangan daerahnya dengan melakukan analisis rasio keuangan
terhadap APBD yang ditetapkan dan dilaksanakan. Adapun jenis-jenis
pengukuran rasio keuangan daerah sebagai berikut :
a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Kemandirian dalam arti mampu untuk berdiri sendiri tanpa
bantuan eksternal dan mampu untuk bertanggungjawab. Didalam
organisasi perlu melakuan pengukuran, pengukuran tersebut dilakukan
dengan menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah. Kemandirian
keuangan daerah mampu menunjukkan dalam membiayai diri sendiri
dengan berjalannya kegiatan pemerintah berupa pembangunan dan
pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi.
Pajak dan retribus merupakan pendapatan bagi pemerintah. Kemandirian
keuangan daerah di tunjukkan dengan besar kecilnya pendapatan adi
daerah di bandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber
lainnya. Semakin tinggi rasio kemandirian keuangan maka semakin tinggi
pula kemandirian keuangan daerah (Abdul Halim, 2012 : 5). Untuk
melihat kreteria pola hubungan pemerintah daerah dan pemerintah pusat

adalah sebagai berikut.
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Rasio Kemandirian =

PAD
Pendapatan Transfer

X 100%

Semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah maka tingkat

ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak luar semakin rendah. Semakin

tingginya rasio keuangan daerah maka menunjukkan semakin tingginya tingkat

partispas masyarakat dalam membayar paak dan retribus daerah yang

bersumber dari pendapatan adli daerah.

Tabel 2.1

Tabel Pola Hubungan, Tingkat Kemandirian, dan Kemampuan

Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan Rasio Kemandirian (%) Pola Hubungan
Rendah Sekali 0-25 Instruktif
Rendah >25 - 50 Konsultatif
Sedang >50-75 Partisi patif
Tinggi >75-100 Delegatif

Sumber : Abdul Halim, (2013)

1) Pola hubungan instruktif, dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan

dari pada kemandirian pemerintah daerah ( daerah yang tidak mampu

mel aksanakan otonomi daerah).

2) Pola hubungan konsultatif, yaitu berupa campur tangan pemerintah pusat

sudah mula berkurang karena dianggap sedikit lebih mampu menjalankan

otonomi daerah.

3) Pola hubungan partisipatif, peranan pemerintah pusat sudah mulai

berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya

mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.
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4) Pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah
tidak ada karena benar-benar mampu melaksanakan urusan otonomi
daerah.

b. Rasio Efektivitas PAD

Efektivitas adalah ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam
usaha mencapal tujuan organisas yang telah ditetapkan. Efektivitas
merupakan perbandingan outcome dan output. Outcom  merupakan
dampak suatu program atau kegiatan terhadap masyarakat sedangkan
Output merupakan hasil yang dicapai dari suatu program aktivitas dan
kebijakan (Mahsun, 2014 : 191). Efektivitas berhubungan dengan suatu
dergjat keberhasilan dalam menjalanakan oprasi sektor publik sehingga
kegiatan dapat dikatakan efektif apabila kegiatan tersebut mempunyai
pengaruh besar terhadap kemampuan dalam menyediakan pelayanan
masyarakat yang ditetapkan berdasarkan sasaran sebelumnya. Rasio
efektivitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam
mereaisasikan PAD yang direncanakan dan dibandingkan dengan target
yang ditetapkan berdasarkan potens riil daerah. Semakin tinggi Rasio
Efektivitas PAD maka semakin baik kinerja pemerintah daerah. Adapun

rumus menghitung Rasio Efektivitas PAD adalah sebagai berikut :

, . Realisasi Pendapatan
RasioEfektivitas = X 100%
Anggaran Pendapatan

Nilai efektivitas diperoleh dari perbandingan diatas diukur dengan

menggunakan kreteria penilaian kinerja keuangan.
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Tabel 2.2
Tabel Efektivitas PAD

Presentase Redisas Penerimaan

Pajak Daerah Terhadap Target Efesiens Pgjak Daerah
Penerimaan Pajak Daerah
>100 Sangat Efektif
100 Efektif
90-99 Cukup Efektif
75-89 Kurang Efektif
<75 Tidak Efektif

Sumber : Mahmudi, (2010 : 143)

C.

Rasio Efesiens Keuangan Daerah
Efesens berhubungan dengan metode oprasi. Proses kegiatan
oprasional dapat dikatakan efesiensi apabila suatu produk atau hasil karya
tertentu mempergunakan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya.
Efesens merupakan perbandingan antara output dan input. Output
merupakan realisas biaya untuk memperoleh penerimaan daerah dan input
merupakan realisasi dari penerimaan daerah (Mahsun, 2014:189).

Rasio efesiens berupa tingkat pencapaian dalam pel aksanaan dan
kegiatan dari suatu prestasi yang telah dicapa oleh pemerintah daerah
yang diukur dengan membandingkan realisasi belanja dengan anggaran
belanja yang telah di tetapkan dalam satuan persen. Semakin kecil rasio
ini, maka semakin efesien dan begitu juga sebaliknya. Rasio efesiens

diukur dengan:
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Rasio Efesiensi =

Realisasi Belanja Daerah

Realisasi Pendapatan Daerah

X 100%

Untuk mengetahui hasil dari perbandingan antara realisasi belanja dan

anggaran belanja daerah dengan menggunakan ukuran efesiensi tersebut,

maka penelitian kinerja keuangan dapat ditentukan.

Tabel 2.3
Kreteria Efesans Kinerja Keuangan Daerah
Kriteria Efesiens Persentase Efesiensi

100% Keatas Tidak Efesien
90% - 100% Kurang Efesien
80% - 90% Cukup Efesien

60% - 80 % Efesien
<60 % Sangat Efesien

Sumber : Abdul Halim, (2013)

3. Tujuan Sistem Pengukuran Kinerja

Tujuan sistem pengukuran kenerja secara umum adalah (Mardismo,

2009:122) :

a. Untuk mengomunikasikan strategi secara lebih baik (top down dan

bottom up).

b. Untuk mengukur kinerja secara financial dan non-financial secara

berimbang sehingga dapat ditelusuri

strategi.

4. Kemampuan Keuangan Daerah

perkembangan pencapaian

Berdasarkan pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

Tahun 2007 Tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah,

Pengangaaran Dan PertanggungJawaban Penggunaan Belanja Penunjangan

Operasional Pemimpin Dewa Perwakilan Rakyat Daerah Serta Tata Cara
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Pengembalian Tunjangan Komunikas Intensif Dan Dana Operas yang isinya
terdiri dari :
a. Pengelompokan kemampuan keuangan daerah untuk provinsi, diatur
sebagai berikur :
(1) Di atas Rp. 1.500.000.000.000,00 ( satu trilyun lima rarus miliar
rupiah) dikelompokan pada kemampuan keuangan daerah tinggi
1) Antara Rp. 60.000.000.000,00 (enam ratus miliar rupiah)
dikelompokan pada kemampuan keuangan daerah sedang;dan
2) Di bawah Rp. 600.000.000.000,00 ( enam ratus miliyarrupiah)
dikelompokan pada kemampuan rendah
b. Pengelompokan kemampuan keuangan daerah untuk kabupaten/kota,
diatur sebagai berikut :
1) Di atas Rp. 400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah)
dikelompokan pada kemampuan tinggi
2) Antara Rp. 200.000.000.000,000 ( dua ratus miliyar rupiah)
dikelompokan pada kemampuan sedang; dan
3) Di bawah Rp. 200.000.000.000,00 ( dua ratus miliyar rupiah)
dikelompokan pada kemampuan daerah sedang
Adapun perubahan kedua Pemerndagri Nomor 21 Tahun 2007 Tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah  Penganggaran dan
Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan
Dewan Rakyat Daerah Serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikas
Intensif Dan Dana Operasi. Menjadi Peraturan Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
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Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional pasal 5 yang
isinya berupa :
a. Kemampuan Keuangan Daerah bagi daerah provins dikelompokkan
sebagai berikut :
1) di atas Rp. 4.500.000.000.000,00 (empat trilyun lima ratus miliar
rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Daerah tinggi;
2) Rp. 1.400.000.000.000,00 (satu trilyun empat ratus miliar rupiah)
dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah sedang dan;
3) Di bawah Rp. 1.400.000.000.000,00 (satu trilyun empat ratus
miliar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah
rendah.
b. Kemampuan Keuangan Daerah bagi daerah kabupaten/kota
dikelompokkan sebagai berikut :
1) Di atas Rp.550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh miliar
rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah
Tinggi
2) Rp. 300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) sampai dengan
Rp. 550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh miliar rupiah)
dikelompokkan pada kemampuan Keuangan Daerah sedang;dan
3) Di bawah Rp. 300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah)

dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah Rendah.

5. Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan keuangan daerah terdiri atas pengurusan khusus.

pengurusan ini berkaitan dengan APBD. Fungs penyelenggaraan pemerintah
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daerah akan terlaksana secara optima jika penyelenggaraan pemerintah
diikuti dengan pemberian sumber penerimaan yang cukup kepada daerah
yang sesuai dengan undang-undang tentang perimbangan keuangan antara
pemerintah pusat dan daerah (Abdul Halim, 2012).

Pengelolaan keuangan daerah yaitu seluruh kegiatan perencanaan,
pel aksanaan,penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan
keuangan daerah (Wachid, 2014:2). Pendanaan penyelenggaraan pemerintah
agar terlaksana secara efektif dan efesien dan untuk mencegah tumpang tindih
ataupun tidak tersedianya pendanaan pada pembangunan pemerintah, diatur
sebagai berikut :

a. Penyelenggaraan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dalam
rangka desentralisas dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Derah (APBD).

b. Penyelenggaraan kewenangan pemerintah menjadi tanggungjawab bagi
pemerintah pusat yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) Keuangan daerah memberikan suatu gambaran statistik
tentang Pengembanganan Anggaran dan Redisas, yang berupa

penerimaan dan pengel uaran.

6. Asas— AsasPengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah adalah laporan keuangan. Laporan
keuangan disusun dan disgjikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang
Standar Akuntanss Pemerintah adalah prinsip akuntansi yang diterapkan
dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah (Nurlan

Darise, 2009:37). Asas merupakan dasar hukum dalam suatu pembentukan
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regulasi atau peraturan perundang-undang. Asas menerangkan sesuatu arah

atau pun pedoman berupa kewajiban. Pengelolaan Keuangan Daerah

menjelaskan, secara spesifik asas umum pengelolaan keuangan daerah dapat

diklasifikasikan dalam penyusunan APBD, dasar hukum, jangka waktu dan

penyusunan pendapatan dan belanja. Menurut  Peraturan Pemerintah

Republik Indonsia No. 58 Tahun 2005 pengelolaan keuangan daerah

dikaitkan dengan penyusunan APBD yaitu :

a

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang
terintegritas yang diwujudkan dalam APBD dalam setiap tahun yang
telah ditetapkan peraturan daerah.

Hak dan kewajiban daerah diwujudkan dalam bentuk Rencana Kerja
Pemerintah Daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja,
dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan
keuangan daerah.

Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi
kewajiban daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus
dimasukan kedalam APBD.

Penyelenggaran tugas Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaran
pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah.

Asas umum APBD disusun sesuai kebutuhan penyelenggaraan

pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah yang berpedoman pada

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam rangka mewujudkan

pelayanan kepada masyakat untuk tercapainya tujuan bernegara untuk
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perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun

ditetapkan dalam peraturan daerah.

7. Sistem Akuntans Keuangan Daerah

Sistem akuntans keuangan daerah merupakan pengidentifikasian,
pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi keuangan dari
entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota, provins) yang dijadikan sebagai
informasi dalam rangka mengambil keputusan ekonomi oleh pihak-pihak
eksternal entitas pemerintah daerah (Abdul Halim dan Muhammad Syam
Kusufi, 2012 : 43).

Menurut Peraturan Pemerintah Republik indonesia Nomor 71 Tahun
2010 tentang Standar Akuntans Pemerintah (SAP) adalah proses penetapan
terpenuhinya kreteria pencatatan suatu kejadian atau pristiwa dalam
pencatatan suatu kejadian melengkapi unsur aset, kewagjiban, ekuitas,
pendapatan LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban, sehingga
akan termuat dalam laporan keuangan entitas pel aporan yang bersangkutan.

Dalam prosedur sistem akuntansi pemerintah ditetapkan sebagai
pelaporan dan akuntansi yang menyelenggaraan sistem akuntansi pemerintah
daerah. Sistem akuntansi pemerintah daerah dilaksanakan oleh Pejabat
Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) pada Satuan Kerja Pengelolaan
Keuangan Daerah (PPKD) pada Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah
(SKPD) dan sistem akuntans Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

dilaksanakan oleh Pgjabat Penatausahaan K euangan (PPK)-SKPD.

8. Ruang Lingkup Keuangan Daerah
Menurut peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 2, ruang lingkup keuangan daerah

meliputi:
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a. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta
mel akukan pinjaman.

b. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintah
daerah dan membayar tagihan pihak ketiga.

c. Penerimaan daerah merupakan suatu keseluruhan yang masuk ke kas
daerah, tetapi tidak semua menerimaan merupakan pendapatan daerah.
Pendapatan daerah adalah hak pemerintah yang diakui sebagai nilai
kekayaan bersih.

d. Pengeluaran daerah merupakan uang yang dikeluarkan dari kas daerah
dan belanja daerah merupakan kewagjiban pemerintah yang diakui

sebagal pengurangan nilai kekayaan bersih.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan instrument
kebijakan utama bagi pemerintah daerah. Dimana anggaran daerah digunakan
sebagal alat untuk menentukan pendapatan dan pengeluaran, membantu
pengambilan keputusan serta dalam perencanaan pembangunan, memoativas
para pegawai, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar evaluas kinerja
sebagal alat bantu koordinasi bagi semua aktivitas bagi semua aktivitas
diberbagai unit kerja ( Mardismo, 2012 :103).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan suatu
rencana kerja pemerintah yang berupa pendapatan, penerimaan dan belanja
atau pengeluaran pemerintah daerah, baik provins, kabupaten dan kota dalam
merangka mencapai sasaran pembangunan dalam kurun waktu satu tahun yang

dinyatakan dan uang dalam satuan uang dan disetujui oleh DPRD dalam
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peraturan perundang-undang yang buat dibuat peraturan daerah ( Badrudin
2012 : 97).

Menurut Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017
Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
menyatakan bahwa Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018 merupakan
pedoman bagi Pemeritah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah
(RKPD). RKRP digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan
rancangan peraturan daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) disusun dengan pendekatan kinerja yaitu suatu sistem anggaran untuk
pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input
yang ditetapkan. Jumlah pendapatan yang dianggarakan dalam APBD
merupakan perkiraan yang terukur dan dapat dicapai untuk setiap sumber
pendapatan.

APBD adalah suatu anggaran yang memliki unsur-unsur sebagai berikut
(Abdul Halim, 2012 : 22) :

a. Rencanakegiatan suatu daerah, beserta uraian yang terinci.

b. Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk
menutupi  biaya terkait aktivitas tersebut, dan adanya biaya yang
merupakan batas maksimal pengeluaran yang akan dilaksanakan.

c. Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka

d. Priode anggaran, biasanya satu tahun.



23

10. Kebijakan Penyusunan APBD
Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penyusunan APBD Tahun
Anggaran 2018 terkait dengan pendapatan daerah, belanja daerah dan
pembiayaan daerah sebagai berikut :
a. Pendapatan Daerah
Pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD yang merupakan
perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta
dasar hukum penerimanya. Pendapatan daerah meliputi semua
penerimaan melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah
ekuitas dana lancar.
1) Pendapatan Adli Daerah Pendapatan
Adli Daerah merupakan penerimaan yang di proleh dari sektor
pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah
yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Adi Daerah yang sah
(Mardismo, 2011 : 1). Berdasarkan Pasal 1 dalam Undang -
Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan
Antara Pusat dan Daerah, Pendapatan Adli Daerah (PAD) adalah
perolehan berdasarkan peraturan sesuai dengan perundang-undang
yang berlaku. Sumber-sumber pendapatan asli daerah terdiri dari :
a) Pajak Daerah
Pajak atau iuran dari masyarakat kepada negara (bersifat
memaksa) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut
perundang — undang dengan tidak mendapat prestas kembali

yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya untuk membiayai
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pengeluaran-pengeluaran  umum yang berhubung dalam
menyelenggarakan pemerintah (P.J.A Andiani dalam Diana Sari,
2013 : 33). Undang — Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1
menyatakan pajak daerah adalah kontribus wajib kepada
daerah yang terutang orang pribadi maupun badan yang bersifat
memaksa berdasarkan  Undang-undang, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk
keperluan daerah guna untuk kemakmuran rakyat.
b) Retribusi Daerah
Retribus daerah merupakan pemungutan daerah sebagai
pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus
di sediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi
atau badan (Mardismo, 2009: 14). Retribus berdasarkan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah pemungutan
daerah sebaga pembayaran atas jasa atau pemberian izin
tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh Pemerintah
Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Y ang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan
merupakan bagian atas laba atas penyertaan modal milik usaha
daerah maupun negara (Halim dan Kusufi, 2012 : 104).
Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan memperhatikan potensi penerimaan Tahun Anggran

2018 dengan memperhitungkan rasionalitas nilai kekayaan
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daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan ekonomi,
sosial dan manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, dengan
berpedoman pada Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 52

Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah.

d) Lain-lain PAD Yang Sah
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah,
menjelaskan tentang Pendapatan Adi Daerah yang Sah,
disediakan untuk mengantarkan penerimaan daerah yang tidak
termasuk dalam jenis pagak daerah, dan hasil pengelolaan
kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang termasuk dalam
pendapatan asli daerah yang sah yaitu :
(1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan Jasa
Giro
(2) Pendapatan Bunga
(3) Keuntungan adalah nilai tukar rupiah terhadap mata uang
asing
(4) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai sumber dari
penjualan, pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah.
b. Belanja Daerah
Belanja Daerah sesuai dengan penjelasan pada Pasal 23 Ayat 2 meliputi
semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi
ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran

dan tidak akan diperolah pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja



26

di gunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintah. Berdasarkan

Pemendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah. Belanja daerah terbagi atas 3 yaitu :

1) Belanja operasi
Belanja oprasi adalah pengel uaran anggaran untuk kegiatan sehari
hari pemerintah pusat atau daerah yang memberi manfaat jangka
pendek. Belanja opras antara lain, belanja pegawai,belanja barang
dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja
bantuan sosial.

2) Belanjamodal
Belanja modal merupakan belanja Pemerintah Daerah yang
manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset
atau kekayaan daerah yang akan menambah belanja bersifat rutin.
Belanja modal terbagi atas belanja tanah, belanja peralatan dan
mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja irigasi, jalanan dan
jaringan, belanja aset tetap lainnya.

3) Belanja Tak Terduga
Belanja tak terduga merupakan belanja untuk kegiatan seperti
penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak di
perkirakan sebelumnya termasuk pengembalian atas kelebihan
penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup.

c. Pembiayaan Daerah
Pembiayaan Daerah berdasarkan dalam Undang-Undang Nomor 27

Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
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transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan
surplus. Pembiayaan daerah untuk urusan pemerintah daerah,
organisas, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan mencakup :

1) SILPA tahun anggatan sebelumnya :

2) Pencairan dana cadangan

3) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

4) Penerimaan pinjaman

5) Penerimaan kembali peminjaman

11. Fungsi Anggar an Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

Adapun fungs Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)menurut

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yaitu :

a. Fungsi otorisasi, yang berarti anggraan daerah menjadi dasar dalam
mel aksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.

b. Fungs perencanaan, anggaran daerah menjadi pedoman bagimana
mangajemen dalam merencanakan kegiatan pada yang bersangkutan.

c. Fungs pengawasan, dimana anggaran daerah untuk menilai apakah
kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan
yang telah ditetapkan.

d. Fungs stabilisasi, anggaran pemerintah menjadi aat untuk memelihara

dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.
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12. Dasar Hukum Keuangan Daer ah
Dalam rangka penataan pengelolaan keuangan negara/daerah

diterbitkanberbagai peraturan perundang-undang. Peraturan perundang-

undang terdiri dari :

a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah
Daerah

b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban
atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2016

c. Undang-Undnag Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pendapatan Adi
Daerah

d. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah

e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengel olaan Keuangan Daerah

f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Sistem
Akuntansi Keuangan Daerah

g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 Tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan
Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional
Pimpina Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Tata Cara

Pengembalian Tunjangan Komunikas Intensif dan Dana Operasional
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h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 Tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan
Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional .

i. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntans Pemerintah (SAP)

B. Pendliti Terdahulu

Penelitian sebelumnya dapat dilihat padatabel berikut :

Pemerintah  Kota
Yogyakarta Tahun
2010 - 2014

Tabel 2.4
M aping Penelitian Sebelumnya
No Nama/ Judul Model Hasil Penelitian
Tahun Analisis
1. | Mhd Analisis  Kinerja | Model Hasil penélitian ini
Ichwan Keuangan Pada | Deskriptif dapat disimpulkan
Cahyadi Pemerintah Daerah bahwa
(2012) Kabupaten kemandirian
Kepulauan Meranti keuangan
pemerintah daerah
Kabupaten
Kepulauan Meranti
berada di kreteria
sangat kurang.
2. | Juliani Dora | Andlisis  Kinerja | Model Hasil penelitian ini
(2017) Keuangan Daerah | Deskriptif menujukkan bahwa

secara umum
Kinerja Keuangan
Pemerintah  Kota
Yogyakarta baik.
Hal ini ditunjukkan
dengan  rata-rata
dergjat
desentralisasi, rasio
ketergantungan
keuangan  daerah
sangat tinggi, rasio
kemandirian
keuangan  daerah
rendah dengan pola
konsultatif, rasio
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efektivitas  pajak

daerah sangat
efesien, rasio
efesens  belanja
efesien rasio
belanja opras
terhadap total
belanja
mendominas
alokasi belanja

membandingkan
rasio belanja modal
terhadap total
belanja, rasio
pertumbuhan  adli
daerah, rasio
pertumbuhan
opras dan
belanja
mengalami
pertumbuhan yang
positif.

rasio
modal

Hony
Adhiantoko
(2013)

Analisis

Keuangan
Pemerintah
Kabupaten  Blora
(Studi Kasus Pada
Dinas Pendapatan

Kinerja

Penglolaan
Keuangan Dan
Aset Daerah
Kabupaten Blora
Tahun 2007 -
2011)

Model
Deskriptif

Hasil analisis
menunjukan bahwa
Kinerja Keuangan
DPPKAD

Kabupaten Blora

dilihat dari (1)
Rasio Dergjat
Desentalisas

Fiskal dapat
dikatagorikan
sangat kurang,

karenarata- ratanya
sebesar 6, 57 % (2)
Rasio Kemandirian
Keuangan Daerah
pola hubungannya

mash  tergolong
dalam pola
hubungannya

masih  tergolong
dalam pola

hubungan instruktif
karena rata — rata
besarnya rasio ini
sebesar 7,17 % (3)
Rasio Efektivitas
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PAD  efektivitas
kinerja  keuangan
Kabupaten Blora
sudah efektif
karena rata-rata
efektivitasnya  di
atas 100% vyaitu
108,71% (4) Rasio
Efesiens

Keuangan Daerah

dapat dikatakan
kurang efesiens
karena rata-rata

efesiens keuangan
daerah Kabupaten
Blora sebesar
99,61% (5) Rasio
Keserasian
diketahui
rata-rata  belanja
oprasi daerah
masih sangat tinggi
yaitu 84,55%
diandingkan
dengan  rata-rata
belanja modal
sebesar 12,99%
sehingga dapat
dikatakan
Pemerintah Daerah
masih kurang
memperhatikan
pembangunan
Daerah.

bahwa

LazyraKs
(2016)

Andisis Rasio
Keuangan Daerah
Dalam Menilai
Kinerja Keuangan
Pemerintah  Kota
Medan

Model
Deskriptif

Hasl| penelitian
menunjukan
kinerja pemerintah
Daerah Kota
Medan dengan
menggunakan rasio
keuangan  daerah
mengalami
penurunan, hal ini
terjadi dikarenakan
kurang
maksimalnya
pendapatan daerah
Pemerintah Daerah
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Kota Medan, dan
meningkatnya
Belanja Daerah
bahkan  melebihi
dari yang di
anggarkan oleh
Pemerinyah Kota
Medan , rasio
kemandirian yang
masih dibawah
standar  keuangan
daerah terjadi
dikarenakan
pemerintah daerah
tidak mampu dalam
mencapai target
untuk  pendapatan
daerah tersebut,
untuk rasio
efektivitas  yang
masih dibawah
standar terjadi
dikarenakan
pemerintah daerah
tidak mampu dalam
mencapai target
untuk  pendapatan
daerah tersebut,

untuk rasio
efesiens yang
berada diatas stadar

terjadi dikarenakan
besarnya  belanja
daerah  melebihi
dari target.
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C. Kerangka Konseptual

Menganalisis kinerja keuangan pemerintah Kota Binja adalah suatu
proses penilaian dengan tingkat kemajuan dalam pencapaian pelaksanaan
pekerjaan atau kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset
Daerah (BPKPAD) Kota Binjai dalam bidang keuangan dalam kurun waktu
tertentu. Di bawah ini ada 3 macam rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja
keuangan pemerintah daerah yang terdiri dari :

1. Raso Kemandirian dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah
Pendapatan Adli Daerah dibagi dengan Pendapatan Transfer. Rasio ini
munjukan semakin tinggi rasio kemandirian maka tingkat ketergantungan
daerah terhadap bantuan pihak luar semakin sedikit. Semakin tingkat rasio
kemandirian keuangan daerah maka menunjukkan semangkin tinggi
tingkat partisipas masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah
yang bersumber dari pendapatan asli daerah.

2. Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam
mereaisaskan PAD yang di rencanakan dan dibandingkan dengan target
yang telah ditetapkan sesuai dengan potensi dari daerahnya tersebut. Rasio
efektivitas dihitung dengan realisasi pendapatan dibagi dengan anggaran
pendapatan. Jika rasio efektivitas semakin tinggi maka semakin baik
Kinerja pemerintah daerah tersebut.

3. Rasio efesiens keuangan daerah menggambarkan perbandingan antara
besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan

realisas pendapatan yang diterima. Berdasarkan hasil kesimpulan tersebut
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diketahui bahwa kinerja pemerintah akan mendukung peningkatan dalam
mengjalankan otorisasi secara maksimal.

Bentuk Kerangka Konseptual Desrikriptif

APBD
Pemerintah Kota Binjai

A\ 4
Kinerja Keuangan
Pemerintah Daerah

Rasio Rasio Rasio Efesiens
Kemandirian Efektivitas PAD Keuangan
Daerah
Kesmpulan
Gambar 2.1
Kerangka K onseptual

Sumber ; Penulis, 2019



BAB I11
METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan tujuan untuk

mendeskripsikan objek/penelitian ataupun hasil penelitian. Metode deskriptif ini
sebagai metode yang berfungs mendeskripsikan atau memberikan gambaran
terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul

sebagai mana adanya (Sugiyono, 2012)

B. Lokas dan Waktu Penelitian
Penelitian dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan
Aset Daerah (BPKPAD) Kota Binjai dan penelitian ini dilakukan mulai dari bulan

November 2018 sampai Juli 2019, dengan format berikut :

Tabel 3.1
Schadule Proses Penelitian
Bulan
No Aktivitas Sep, Nov, Des, Jan, Feb, | Aprl, | Me Juni Juli
2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019
1 | Pengajuan Judul
2 | Penulisan Proposal
3 | Seminar Proposal
4 | Perbaikan/ACC
Proposal
Riset

Penyusunan Skrips

Bimbingan Skripsi

O |IN|O|O1

Sidang Meja Hijau

Sumber : Penulis, 2019
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C. Jenisdan Sumber Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif,

dimana data ini berupa data yang dihitung berupa data Anggaran dan Realisas
Pendapatan Belanja Daerah Kota Binjai.Sumber data yang digunakan dalam
penelitian ini berupa data skunder. Data skunder merupakan data yang diperoleh
berupa data dokumentas yaitu laporan anggaran dan redisas pendapatan dan

bel anja daerah Pemerintah Kota Binjai tahun 2013-2017.

D. Definisi Operasional Variabel

Definis oprasionalisas untuk menjabarkan variabel-variabel yang
timbul dari suatu penelitian kedalam indikator — indikator yang lebih terperinci.
Berikut definis variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai
berikut :

Tabel 3.2

Operasionalisas Variabel

Variabel Deskrips Indikator Skala

Rasio kemandirian
Rasio menujukan kemampuan
Kemandirian | pemerintah daerah
dalam membiayal - PAD %100% Rasio
sendiri dalam kegl atan Pendapatan Transfer
pemerintahan, Sumber : Abdul Halim (2012
pembangunan dan [, 5)

pelayanan masyarakat. '
Sumber :Abdul Halim
(2012:5)

Rasio
Efektivitas | Rasio efektivitas PAD Rasio
PAD menggambarkan
kemampuan pemerintah
daerah dalam _ Realisasi Pendapatan
meredisasikan PAD Anggaran Pendapatan
direncanakan

dibandingkan target SUTS% : Mahsun (2010 :
yang ditetapkan

X 100%
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berdasarkan potens riil

daerah.
Rasio Sumber :Mahsun (2014 : Rasio
Efesiens 191
Keuangan
Daerah Rasio efesens o
ouangan deerah | AR 100
menggambarkan

perbandingan antara | Sumber : Mahsun (2014 :
besarnya biaya yang | 189)

dikeluarkan untuk
memperoleh pendapatan
dengan realisas
pendapatan yang
diterima

Sumber : Mahsun (2014
: 189)

Sumber : Penulis, 2019
E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini
berupa teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi dalam penelitian ini, teknik
pengumpulan data dilakukan dengan cara mengadakan pencatatan yang
bersumber dari dokumen dan laporan dari hasil anggaran dan realisasi pendapatan
dan belanja Daerah Pemerintah Kota Binjai Tahun 2013-2017 yang diperlukan

oleh pendliti.

F. Teknik Analisa Data

Metode dalam andisis data ini menggunakan metode deskriptif
pendekatan kualitatif dimana metode ini digunakan untuk merumuskan perhatian
masalah yang dihadapi. Dimana data tersebut dikumpulkan, disusun dan di
analisis sehingga dapat memberikan informas masaah yang ada. Dalam

penelitian kuantitatif, analiss data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh
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responden dan sumber data yang terkumpul (Sugiyono, 2012 ). Adapun teknik

analisa data yang dapat dilakukan dengan beberapa tahap seperti berikut :

1

Mengumpulkan data penelitian berupa Anggaran dan Realisas APBD
Pemerintah Kota Binjai Tahun 2013-2017.

Menghitung rasio keuangan Perimerintah Kota Binjai.

Menghitung kinerja keuangan Pemerintah Kota Binjai dengan mengukur
kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD dan efesiens
keuangan daerah.

Menganalisis dan membahas kinerja keuangan Pemerintah Kota Binjai
dengan indikator yang sesuai dengan teori.

Menarik kesimpulan.



BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasll Penélitian
1. Profil Kota Binjai
a. Kondis Geografis

Secara geografis Kota Binjai merupakan salah satu kota di
Provis Sumatera Utara yang berjarak £ 22 Km (30 menit perjalanan),
bahkan batas terluar Kota Binjai dengan batas terluar Kota Medan hanya
berjarak +8km. Secara geografis , Kota Binjai berada pada 3 31'40"-
340" 2 Lintang Utara dan 98 27°3"- 98 32" Bujur Timur dan terletak
28 m di atas permukaan laut. Wilayah Kota Binjai seluas 90, 23 km2
dikelilingi oleh Kabupaten Deli Serdang. Batas area disebelah Utara
adalah Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat dan Kecamatan Hamparan
Perak Kabupaten Deli Serdang di sebelah Timur berbatasan dengan
Kecamatan Medan Sunggal Kabupaten Deli Serdanf, di sebelah Selatan
berbatasan dengan Kecamatan Sel Binjai Kabupaten Langkat dan
Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang dan di sebelah Barat
berbatasan dengan Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat.

Seperti halnya kota-kota lainnya di Indonesia Kota Binjai adalah
daerah yang beriklim tropis dengan 2 musm yaitu musm hujan dan
musim kemarau. Musim hujan dan musim kemarau biasanya ditandai
dengan jumlah hari pada hujan tiap bulan terjadinya musm. Kota Binjai

berbatasan langsung dengan Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten
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Langkat, serta berada Jalur Transportass Utama yang menghubungkan
Provins Sumatera dengan Provins Nangroe Aceh Darussalam (NAD)
serta ke Objek Wisata Bukit Lawang Kabupaten Langkat (Binjai Dalam
Angka, 2017)
b. Pemerintahan Kota Binjai
Kota Binjai sebagai salah satu Daerah Tingkat Il di Provisni

Sumatera Utara telah membenahi dirinya dengan melakukan pemekaran
wilayahnya. Sejak ditetapkan Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1986
wilayah Kota Daerah Kota Binjai telah diperluas menjadi 90,23 Km
persegi dengan 5 wilayah Kecamatan yang terdiri dari 11 Desa dan 19
kelurahan. Setelah diadakan pemecahan Desa dan kelurahan tahun 1993
maka jumlah desa menjadi 17 dan kelurahan 20. Perubahan itu
berdasarkan keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 146/2624/sk/1996
tanggal 7 Agustus 1996, 17 Desa menjadi Kelurahan (BPS Kota Binjai,
2017).
Pembagian wilayah Kecamatan adalah sebagai berikut :
1) Kecamatan Binjai Selatan

a) Kelurahan Tanah Merah

b) Kelurahan Binjai Estate

¢) Kelurahan Tanah Seribu

d) Kelurahan Pujidadi

€) Kelurahan Rambung Dalam

f) Kelurahan Rambung Barat

g) Kelurahan Rambung Timur



h) Kelurahan Bhakti Karya

2) Kecamatan Binjai Kota

a) Kelurahan Berngam
b)Kelurahan Satria

c) Kelurahan Setia

d) Kelurahan Kartini
€) Kelurahan Tangs

f) Kelurahan Binjai

g) Kelurahan Pekan Binjai

3) Kecamatan Binjai Timur

4)

a) Kelurahan Mencirim

b) Kelurahan Tunggorono

c) Kelurahan Timbang Langkat
d) Kelurahan Tanah Tinggi

€) Kelurahan Sumber Muliorejo
f) Kelurahan Datara Tinggi

g) Kelurahan Sumber Karya
Kecamatan Binjai Utara

a) Kelurahan Pahlawan

b) Kelurahan Jatinegara

¢) Kelurahan Nangka

d) Kelurahan Damai

e) Kelurahan Kebun Lada

f) Kelurahan Cengkeh Turi

41
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g) Kelurahan Jati Makmur
h) Kelurahan Jati Utomo
5) Kecamatan Binja Barat
a) Kelurahan Bandar Senembah
b) Kelurahan Limau Mungkur
¢) Kelurahan Limau Sundai
d) Kelurahan Paya Roba
e) Kelurahan SukaMaju
f) Kelurahan Suka Ramai
c. Vis dan Mis Pemerintah Kota Binjai
1) Vis
" Menuju Kota Binjai Idaman yang dinamis, berdaya saing dan nyaman
dalam kebersamaan”
2) Mis
a) Membangun Kota Binjai Idaman yang dinamis dan Berdaya Saing
b) Membangun dan Meningkatkan Insfrastruktur Perekonomian
c) Membangun Masyarakat Sehat, Cerdas dan Berbudaya
d) Peningkatan Pelayanan Publik yang berkualitas

e) Membangun dan Membina Kerukunan Hidup Beragama

d. Struktur Organisas Pemerintah Kota Binjai
Adapun organisas perangkat daerah Kota Binjai yang telah
dibentuk berdasarkan peraturan dan ketentuan diatas terdiri dari :
Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD Kota Binjai dan Staf Ahli Walikota

Binjai.



43

1) Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf Pemerintah Daearah yang

dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang bertanggung jawab

kepada Walikota. Tugas pokok Sekretariat Daerah adalah membantu

Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas peenyelenggaraan

pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana, pelayanan

administrasi kepada seluruh perangkat daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, fungs dan Sekretariat

Daerah ini mencakup :

a) Melakukan pengkordinasian perumusan Kebijakan Pemerintah
Daerah terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh perangkat
daerah dalam rangka penyel enggaraan administasi pemerintah;

b) Menyelenggarakan administrasi pemerintah;

c) Melaksanakan pembinaan pembangunan;

d) Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan

€) Melaksanakan pembinaan adminstras, organisasi dan tatalaksana
serta memberikan pelayanan teknis admintras kepada instans
vertikal;

f) Melaksanakan koordinasi perumusan peraturan perundang-
undangan dan pembinaan hukum yang menyangkut tugas pokok
pemerintahan di daerah dan penyusunan anggaran;

g) Melaksanakan hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga;

h) Mengelola sumber daya aperatur keuangan prasarana dan sarana

pemerintahan daerah tersebut;
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i) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai tugas

pokok dan fungsinya.

Organisas Sekretariat Daerah Kota Binjai terdiri dari :

(1) Asisten Pemerintahan Kota Binjai
(a) Bagian Pemerintahan;
(b) Bagian Agrania Kerjasama;
(c) Bagian Kesgjahteraan Rakyat;
(d) Bagian Hukum dan Perundang-undangan;

(2) Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari:
(a) Bagian Perekonomian;
(b) Bagian Pembangunan;
(c) Bagian Penanaman Modal ;

(3) Asisten Administrasi Umum, terdiri dari :
(8 Bagian Umum dan Protokol
(b) Bagian Organisas dan Tatalaksana
(c) Bagian Hubungan Masyarakat
(d) Bagian Pengelolaan Data Elektronik (PDE) dan
Telekomunikas ( Santel)
(4) Sekretariat DPRD Kota Binjai, terdiri dari :

() Bagian Umum;
(b) Bagian Keuangan;,
(c) Bagian Risalah dan Persidangan;

(d) Bagian Hukum dan perundang-undangan.
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2) Staf Ahli Walikota Binjai, terdiri dari :

a) Bidang Hukum dan Politik

b)
c)
d)

€)

Bidang Pemerintahan;
Bindang Pembangunanan;
Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;

Bidang Ekonomi dan Keuangan.

3) Dinas— Dinas Daerah Kota Binjai, terdiri dari :

a)
b)
c)
d)
€)
f)
9)
f)
9)
h)
)
)
K)

1)

Dinas Pendidikan dan Pengajaran;

Dinas Pemuda dan Olah Raga;

Dinas Kesehatan;

Dinas Kesehatan;

Dinas Sosidl;

Dinas Tenaga Kerja;

Dinas Perhubungan;

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ;
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;

Dinas Pekerjaan Um

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar;
Dinas Pertanian

Dinas Kebers han;

m) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
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4) Lembaga Teknis KotaBinjai, terdiri dari :
a) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
b) Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Linmas;
¢) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;
d) Badan Keluarga Berencana (KB) dan Pembangunan Keluarga
Segjahtera;
e) Badan Pendidikan dan Pelatihan;
f) Badan Pelaksanaan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan;
g) Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah;
h) Kantor Pemberdayaan Perempuan;
i) Kantor Pemberdayaan Masyarakat;
j) Kantor Penelitian dan Pengembangan;
k) Badan Kepegawaian Daerah;
[) Inspektorat Kota;
m) Rumah Sakit Umum Daerah Dr. RM. Djoelham,
n) Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu
0) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
5) Kecamatan Pemerintah Kota Binjai, terdiri dari :
a) Kecamatan Binjai Kota;
b) Kecamatan Binjai Utara;
c) Kecamatan Binjai Timur;
d) Kecamatan Binjai Selatan

€) Kecamatan Binjai Barat



6) Kelurahan Pemerintah Kota Binjai, terdiri dari 37 Kelurahan.

7) Badan Narkotika Kota Binjai, (Binjai Dalam Angka, 2019)
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Gambar 4.1

Peta Kota Binjai

Sumber : Binjai Dalam Angka, 2017



2. Analisa Data

DATA KHUSUS

Tabel 4.1
Laporan Realisas Anggar an Pendapatan dan Belanja Daerah
Untuk Tahun Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2013
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Uraian Anggaran Redlisasi (%) Redlisasi
2013 2013 2012
PENDAPATAN 777.139.382.117,00 | 711.568.038.362,01 91,56 689.107.085.691,25
PES‘ DAPATAaE ASL;hDAERAH 55.753.400.094,00 | 49.196.058.726,01 88,24 48,178.078.782,50
';;""'n d"""z? Ezribﬁje[r)aer - 24,424.358.000,00 | 25.579.357.503,56 104,73 32.801.101.182,50
Pen d$ aton Hasil Pengelolan- 23.129.042.394,00 | 14.640.339.129,64 63,3 6.854.204.861,00
Kekayaan Daerah Y ang Dipisahkan 2.800.000.000,00 |  2.981.700.099,00 106,49 13.965.000.000,00
biﬁgms;ﬁ Pendapatan Asli Daerah 5.400.000.000,00 |  5.994.661.930,81 111,01 8.508.807.739,00
PENDAPATAN TRANSFER 628.456.541.723,00 97,44 552.755.195.445,75
Transfer Pemerintah Pusat —
Dana Perimbangan 540.304.364.126,00 | 612.353.316.836,00 98,24 482.077.837.724,00
Dana Bagi Hasl| . 29.809.847.112,00 | 530.808.739.362,00 108,74 40.093.351.968,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak 2.284.050.014,00 | 32.414.156.226,00 51,89 1.241.299.756,00
Dana Alokasi Umum 477.553.537.000,00 |  1.185.288.136,00 100,00 416.965.216.000,00
Dana Alokasi Khusus _ 30.656.930.000,00 | 477.553.537.000,00 64,12 23.777.970.000,00
Transfer Pemerintah Pusat — Lainnya 74.039.384.000,00 | 19.655.758.000,00 100,00 60.091.589.729,25
Dana Otonomi Khusus 0,00 | 74.039.384.000,00 0,00 4.401.573.729,75
Dana Penyesuaian 74.039.384.000,00 0,00 100,00 55.690.016.000,00
Trasnfer Pemerintah Pusat 14.122.793,597,00 |  74.039.384.000,00 53,18 10.585.767.992,00
Pendapatan Bagi Hasil Pejak 14.122.793.597,00 | 7.505.193.474,00 53,18 10.585.767.992,00
;{:L‘N-LA' N PENDAPATAN YANG 92.929.440.000,00 | 7.505.193.474,00 53,82 | 10.585.767.992,00
Pendapatan Lainnya 92.929.440.000,00 | 50.018.662.800,00 53,82 | 10.585.767.992,00
BELANJA 863.361.971.139,89 | 702.167.562.649,00 81,33 | 650.087.241.200,00
BELANJA OPERASI 654.486.480.388,89 | 568.964.879.524,00 86,93 | 491.878.213.097,00
Belanja Pegawai 472.703.123.158,89 | 428.872.699.388,00 90,73 |  6.310.000.000,00
Belanja Barang 169.593.470.030,{ 133.090.894.311,56 78,48 | 95.280.700.249,00
Belanja Hibah 9.495.487.200,00 |  5.101.940.500,00 53,73 0,00
Belanja Bantuan Sosial 2.694.400.000,00 |  1.899.345.325,00 70,49 0,00
BELANJA MODAL 208.775.490.751,00 | 133.102.683.124,70 63,75 | 158.209.028.103,00
Belanja Tanah , 191.500.000,00 142.600.000,00 74,46 | 6.310.000.000,00
Belanja Peralatan dan Mesin 69.622.503.660,00 | 58.006.494.045,00 83,32 | 59.502.431.021,00
Belanja Bangunan dan Gedung 67.165.604.500,00 | 17.985.628.850,00 26,78 | 24.572.247.900,00
Belanja Jalan, Irigasi dan
Jaringan _ 71.167.782.591,00 | 56.798.582.929,70 79,32 | 9.835.465.042,00
Belanja Aset Tetap Lainnya 188.100.000,00 169.377.300,00 90,05 | 9.835.465.042,00
SS;?;‘#QKTTQEUTERDUGA 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00
d 9 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00
SURPLUS/DEFISIT (86.22.589.022,89) 9.400.475.712,75 | 95.623.064.735,64 (10,90)




Tabel 4.2

Laporan Realisas Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2014 dan 2013
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Uraian Anggaran Realisasi Realisasi
2014 2014 % 2013

PENDAPATAN 825.842.666.546,33 | 804.091.375.966,10 | 96,77 | 711.568.038.362,01
PENDAPATAN ASL| DAERAH 82.902.282.690,00 | 71.967.137.635,10 | 80,85 49.172.643.726,01
Pendapatan Pajak Daerah 29.869.423.800,00 | 28.682.984.630,50 | 96,03 25.579.357.503
Pendapatan Retribusi Daerah 44.670.960.447,00 | 33.757.088.119.00 | 64,17 14.616.924.192,64
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan 1.861.898.443,00 |  1.867.893.443,00 | 100,32 2.981.700.099,00
Daerah Y ang Dipisahkan 6.500.000.000,00 |  7.659.166.442,60 | 120,09 5.994.661.930,81
Lain-Lain PAD Yang Sah

PENDAPATAN TRANSFER 695.409.330.233,33 |  717.043.184.702. | 103,00 | 612.353.316.836,00
Transfer Pemerintah Pusat- Dana

Perimbangunan 593.261.608.116,00 | 585.699.016.088,00 | 98,73 | 612.353.316.836,00
DanaBagi Hasil Pajak 33.373.650.102,00 | 25.037.450.594,00 | 75,02 32.414.156.226.00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak 2.284.050.014,00 |  3.057.657.494,00 | 133,87 1.185.288.136,00
Dana Alokasi Umum 526.069.678.000,00 | 526.069.678.000,00 | 100,00 | 477.553.537.000,00
Dana Alokasi Khusus 31.534.230.000,00 | 31.534.230.000,00 | 100,00 19.655.758.000,00
Transfer Pemerintah Pusat Lainnya 75.848.824.000,00 | 104.611.923.000,00 | 137,92 74.039.384.000,00
Dana Penyesuaian 75.848.824.000,00 | 104.611.932.000,00 | 137,92 74.039.384.000,00
Transfer Pemerintah Provins 26,298.898.117,33 | 26.732.236.620,00 | 101,65 7.505.193.474,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak 2,629.880.817.33 | 26.728.557.120,00 | 101,63 7.505.193.474,00
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya 0,00 3.679.500,00 | 100,00 0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 47.531.053.623.00 | 15.081.053.623,00 | 31,73 50.018.662.800,00
Pendapatan Lainnya 47.351..053.623,00 | 15.081.053.623,00 | 31,73 50.018.662.800,00
BELANJA 918.030.764.513.,97 | 804.308.312.949,00 | 87,34 | 702.167.562.649,26
BELANJA OPERAS] 717.162.858.719,97 | 651.023.466.787.00 | 90,41 | 568.964.879.524,55
Belanja Pegawsai 487.368.424.264.513,97 | 467.425.278.060,00 | 9590 | 428.858.879.524,26
Belanja Barang 207.688.424.264,97 | 166.663.786.613,00 | 80,20 | 133.104.843.311,56
Belanja Hibah 18.353.888,000,00 | 14.559.018.331,00 | 79,84 5.101.940.500,00
Belanja Bantuan Sosial 3.751.350.000,00 |  2.375.384.162,00 | 63,37 1.899.345.325,00
BELANJA MODAL 200.367.905.794,00 | 153.284.846.162,00 | 76,50 | 133.102.683.124,70
Belanja Tanah 120.000.000,00 96.000.000,00 | 80,00 142.600.000,00
Belanja Peralatan dan Mesin 40.954.724.299,00 | 28.728.164.350,00 | 70,15 58.006.494.045,00
Belanja Bangunan dan Gedung 54.409.687.800,00 | 31.720.098.966,00 | 58,30 17.985.628.850,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 101.247.687.970,00 | 89.546.634.275,00 | 88,44 56.789.582.929,70
Belanja Aset Tetap Lainnya 3.635.585.725,00 | 3.193.948.571,00 | 87,85 169.377.300,00
BELANJA TAK TERDUGA 500.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00
Belanja Tak Terduga 500.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00




Tabel 4.3

Laporan Realisas Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2015 dan 2014
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Uraian Anggaran Realisas % Realisas
2015 2015 2014
PENDAPATAN | 906.257.726.285,00 | 843.711.784.005,00 | 93,10 804.091.375.966,00
PENDAPATAN ASL | DAERAH 91.027.835.669,00 78.327.792.81058 | 86,85 71.967.137.635,10
Pendapatan Pejak Daerah 27.869.423.800,00 30.882.624.012,34 | 110,81 28,628,984,630,50
Pendapatan Retribusi Daerah 54.796.513.426,00 28.835.847.161,00 | 52,62 33.757.088.119,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan 1.861.898.443,00 3.102.955.937,00 | 166,66 1.867.898.443,00
Daerah Y ang Dipisahkan 6.500.0000.000,00 |  15.506.365.700,24 | 238,56 7.659.166.442,60
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
PENDAPATAN TRANSFER 815.229.890.616,00 604.168.845.881,00 93,89 585.699.016.088,00
Transfer Pemerintah Pusat 618.107.377.116,00 | 604.168.845.881,00 | 97,74 585.699.016.088,00
DanaBagi Hasil Pajak 33.373.650.102,00 19.563.488.268,00 | 58,62 25.037.450.594,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak 2.284.050.014,00 2.154.470.613,00 | 94,33 3.057.657.494,00
Dana Alokasi Umum 541.895.577.000,00 | 541.895.577.000,00 | 100,00 526.069.678.000,00
Dana Alokasi Khusus 40.554.100.000,00 40.555.310.000,00 | 100,00 31.534.230.000,00
Transfer Pemerintah Pusat Lainnya 109.249.204.000,00 86.084.163.000,00 | 78,80 104.611.932.000,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak 44.183.469.600,00 44.786.821.934,00 | 101,34 26.728.557.120,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00
BANTUAN KEUANGAN 43.689.839.900,00 30.344.160.380,00 | 69,45 15.081.053.623,00
Bantuan Keuangan Provinsi 43.689.839.900,00 30.344.160.380,00 | 69,45 15.081.053.623,00
BELANJA 998.507.400.034,74 | 884.622.896.746,00 | 88,59 804.308.312.949,00
BELANJA OPERAS 791.674.762.457,27 | 709.650.820.019,00 | 89,64 651.023.466.787,00
Belanja Pegawai 496.222.298.206,27 | 459.105.535.656,00 | 92,52 467.425.278.060,00
Belanja Barang 254.937.240.051,00 | 213.660.500.163,00 | 83.81 166.663.786.613,00
Belanja Subsidi 263.734.200,00 263.734.200,00 | 100,00 0.00
BelanjaHibah 30.896.780.000,00 |  29.486.780.000,00 | 95,26 14.559.018.331,00
Belanja Bantuan Sosial 9.354.710.000,00 7.134.270.000,00 | 76,26 2.375.383.783,00
BELANJA MODAL 206.332.646.577,00 | 174.972.076.727,00 | 84.80 153.284.846.162,00
gg’ﬂg;;”:l‘;an dan Mesin 4.081.880.000,00 81.275.000,00 1,99 96.000.000,00
Belsja Bangunan dan Gedung 26.600.531.735,00 20.808.228.064,00 | 78,22 28.728.164.350,00
Belanja Jelan, rigas dan Jaringan 47.399.171.142,00 41.854.198.337,00 | 88,30 31.720.098.966,00
Belana Aset - etop Lainnya 124.146.601.700,00 | 108.231.483.276,00 | 87,18 89.546.634.275,00
BEL ANJA TAK TERDUGA 4.104.462.000,00 3.996.892.050,00 | 97,38 3.193.948.571,00
. 500.000.000,00 0,00 0,00 0,00
Belanja Tak Terduga 500.000.000,00 0,00| 000 0,00
TRANSFER 0.00 0.00 0.00
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN 588.739.725,00 588.720.825,00 | 100,00 0,00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya 588.739.725,00 588.720.825,00 | 100,00 0,00
SURPLUSIDEFISIT | (92.383.422.474,74) | (41.499.833.565,42) | 44,70 (216.936.982.,90)




Tabel 4.4

Laporan Realisas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2016 dan 2015
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Uraian Anggaran Realisas % Realisas
(2016) (206) 2015

PENDAPATAN 1.048.464.949.879,00 | 964.637.550.866,42 92,00 | 843.711.784.005,58
PENDAPATAN ASL| DAERAH 93.605.157.050,00 | 97.339.497.584,36 98,72 78.327.792.810,58
Pendapatan Pajak Daerah 33.564.821.500,00 | 34.720.261.530,56 | 103,44 30.882.624.012,34
Pendapatan Retribusi Daerah 7.399.577.376.00 |  3.234.448.564,00 59,26 28.835.847.161,00
Pendapatan Hasil Kekayaan Yang Sah 3.100.000.000,00 | 3.234.446.564,00 | 104,34 3.102.955.937,00
Lain-Lain PAD Yang Sah 54.540.758.174,00 | 54.999.835.168,80 | 100,84 15.506.365.700,24
PENDAPATAN TRANSFER 900.621.340.766,00 818.059.491.533 90,83 | 765.383.991.195,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 800.621.340.766,00 | 747.927.480.220,00 9338 | 604.168.845.881,00
Bagi Hasil Pajak 21.616.548.000,00 | 30.240.688.718,00 139,90 |  19,563.488.268,00\
Bagi Hasil Bukan Pajak 2.765.175.158,00 |  1.727.075.207,00 70,2 2.154.470.613,00
Dana Alokasi Umum 574.469.158.000,00 | 574.469.158.000,00 | 100,00 | 541.895.577.000,00
DanaAlokas Khusus _ 202.063.741.000,00 | 141.490.578.295,00 70,00 40.555.310.000,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya 0,00 0,00 0,00 86.084.163.000,00
Dana Penyesuaian _ _ 0,00 0,00 0,00 86.084.163.000,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya 56.016.878.708,00 | 61.312.899.913,00 | 109,45 |  44.786.821.934,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak 56.016.878.708,00 | 61.312.899.913,00 109.15 44.786.821.934,00
Bantuan Keuangan _ S 43.689.839.900,00 |  8.819.111.400,00 20,19 30.344.160.380,00
Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Provinsi Lainnya 43.689.839.900,00 |  8.819.111.400,00 20,19 30.344.160.380,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH 49.238.452.06342 | 49.238.452.06342 | 100,00 0,00
YANG SAH 49.238.452.063,42 | 49.233.452.063,42 | 100,00 0,00
Pendgpatan Hibah 0,00 100.68564 | 0,00 0,00
Pendapatan Lainnya
BEL ANJA 1.046.968.117.493,32 | 945.078.606.296,00 90,27 | 884.622.896.746,00
BELANJA OPERAS 825.249.967.313,32 | 741.550.724.698,00 90,61 709.650.820.019,00
Belanja Pegawai 537.763.076.215,90 | 242.493.075.755,00 88,18 | 459.105.535.656,00
Belanja Barang dan Jasa 275.004.866.897,42 | 242.493.075.755,00 88,18 | 213.660.500,163,00
Belanja Bunga 0,00 0,00 0,00 0,00
Belanja Subsidi 263.734.200,00 263.734.200,00 | 100,00 263.734.200,00
Belanja Hibah 10.960.590.000,00 |  10.291.782.000,00 93,90 29486.780.000,00
Belanja Bantuan Sosial 1.257.700.000,00 |  1.227.700.000,00 97,61 7.134.270.000,00
BELANJA MODAL 220.618.150.180,00 | 202.943.191.598,00 91,99 | 174.972.076.727,00
Belanja Tanah 0,00 0,00 0,00 | 174.972.076.727,00
Belanja Peralatan dan Mesin 45.737.008.310,00 | 38.968.334.713,00 85,20 20.808.228.064,00
Belanja Gedung dan Bangunan 22.612.558.500,00 | 21.584.856.400,00 95,46 41.854.198.337,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 144.729.505.870,00 | 138.585.930.530,00 9576 | 108.231.483.276,00
BelanjaAset Tetap Lainnya 7.539.077.500,00 |  3.804.089.955,00 50,46 3.996.892.050,00
BELANJA TAK TERDUGA 1.100.000.000,00 584.690.000,00 53,15 0,00
Belanja Tak Terduga 1.100.000.000,00 584.690.000,00 53,15 0,00
TRANSFER 588.739.725,00 487.667.250,00 82,83 588.720.825,00
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN 588.739.725,00 487.667.250,00 82,83 588.720.825,00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya 588,739.725,00 487.667.250,00 82.83 588.720.825,00

SURPLUS/(DEFISIT) 908.092.661,10 | 19.071.277.320,42 | 2.100,15 | (41.499.833.565,42)




Tabel 4.5

Laporan Realisas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2017 Dan 2016
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Uraian Anggaran Realisas % Realisas
2017 2017 2016

PENDAPATAN 964.903.163.076,00 | 879.551.758.424,48 91,15 | 964.637.550.866,42
PENDAPATAN ASL| DAERAH 170.357.041.265,33 | 139.217.621.697,48 81,72 | 97.339.497.584,36
Pendapatan Pajak Daerah 45.156.276.875,00 45555.502.540,38 | 100,88 | 34.720.281.530,56
Pendapatan Retribusi Daerah 7.263.695.738,38 4.907.246.694,00 67,56 |  4.384.932.321,00
Eeer‘k‘l?pajna”D';:rsaLf{e;‘gg'g'ig?” D 4.212.978.767,00 3.385.642.489,00 | 80,36 | 3.234.448.564,00
Lain-Lain PAD Yang Sah 113.724.089.885,00 85.369.229.974,10 75,07 | 54.999.835.168,80
PENDAPATAN TRANSFER 787.546.121.810,62 733.334.136.727,00 93,12 | 818.059.491.533,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 718.314.870.000,00 | 689.450.970.673,00 95,98 | 747.927.480.220,00
Bagi Hasil Pajak 21.447.221.000,00 23.399.166.673,00 | 109,10 | 30.240.668.718,00
Bagi Hasil Bukan Pajak 2.082.156.000,00 920.628.036,00 4422 | 1.727.075.207,00
Dana Alokasi Umum 574.469.158.000,00 |  564.377.582.000,00 98,24 | 574.469.158.000,00
Dana Alokasi Khusus 120.316.335.000,00 |  100.753.593.803,00 83,74 | 141.490.578.295,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya |  69..231.251.810,62 43.883.166.054,00 63,39 | 61.312.889.913,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak 69.231.251.810,62 43.883.166.054,00 63,39 | 61.312.889.913,00
Bantuan Keuangan 0,00 0,00 0,00 8.819.111.400,00
Bantuan Keuangan Dari Pemerintah
Daerah Provinsi Lainnya 0,0 0,00 0,00 | 8.819.111.400,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH
YANG SAH 7.000.000.000,00 7.000.000.000,00 | 100,00 | 49.238.561.749,06
Pendapatan Hibah 7.000.000.000,00 7.000.000.000,000 | 100,00 | 49.238.561.749,06
Pendapatan Lainnya 0,00 0,00 0,00 109.685,64
BELANJA 978.587.608.010,32 | 849.025.483.683,96 86,76 | 945.078.606.296,00
BELANJA OPERASI 770.309.567.229,32 | 694.158.131.070,00 90,11 | 741.550.724.698,00
Belanja Pegawai 456.960.174.793,32 | 426.641.783.277,00 93,37 | 242.493.075.755,00
Belanja Barang dan Jasa 304.674.068.236,00 |  262.073.195.411,00 86,02 | 242.493.075.755,00
Belanja Bunga 0,00 0,00 0,00 0,00
Belanja Subsidi 263.734.200,00 263.734.200,00 | 100,00 263.734.200,00
Belanja Hibah , 8.411.590.000,00 5.179.418.182,00 61,57 | 10.297.782.000,00
Belanja Bantuan Sosial 0,00 0,00 0,00 1,227.700.000,00
BELANJA MODAL 207.178.040.781,00 | 154.059.962.293,96 74,36 | 202.943.191.598,00
Belanja Tanah . 10.742.000.000,00 144.010.600,00 1,37 0,00
Belanja Peralatan dan Mesin 61.561.429.945,00 45.010.243.770,96 73,11 | 38.968.334.713,00
Belanja Gedung dan Bangunan 36.635.963.816,00 |  14.764.823.024.00 | 4030 | 21.584.856.400,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 91.291.943.020,00 80.522.634.759,00 88,20 | 138.585.930.530,00
Belanja Aset Tetap Lainnya 6.946.704.000,00 |  13.618.250.140,00 | 196,04 |  3.804.069.955,00
BELANJA TAK TERDUGA 1.100.000.000,00 807.390.320,00 | 73,40 584.690.000,00
Belanja Tek Terduga 1.100.000.000,00 807.390.320,00 | 73,40 584.690.000,00
TRANSFER 588.739.725,00 588.720.725,00 | 100,00 487.667.250,00
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN 588.739.725,00 588.720.825,00 | 100,00 487.637.250,00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya 588.739.725,00 588.720.825,00 100,00 487.637.250,00

SURPLUS/(DEFISIT) | (14.237.184.659,32) 20.927.553.91552 | (209,75) | 19.071.277.320,42
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Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Binjai dalam penelitian ini
adalah suatu proses penelitian mengenai tingkat kemajuan pencapaian
pel aksanaan pekerjaan/kegiatan Pemerintah Kota Binjai untuk kurun waktu 2013-
2017. Rasio digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menganalisis kinerja
keuangan Pemerintah Kota binjai dengan menggunakan rasio kemandirian
keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, rasio efesiens keuangan daerah.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Realisas Anggaran
Pemerintah Kota Binjai yang didapat dari Badan Pengelolaan Keuangan
Pendapatan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Binjai. Dari data tersebut nantinya
diketahui Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Binjai. Adapun hasil dari Analisis
Rasio tersebut adalah :

a. Rasio Kemandirian Keuangan Daer ah
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan bagaimana
tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai pemerintah itu sendiri
tanpa bantuan pihak luar, dalam kegiatan pembangunan dan pelayanan
masyarakat yang telah membayar retribus dan pajak sebagai sumber
pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

A
RKKD = PAD x 100%

Pendapatan Trasfer

49.196.058.726
Tahun 2013 = X 100%
612.353.316.836

=8,03%



71.967.137.635

Tahun 2013 = X100

~ 717.043.184.708,00

=10,03%

78.327.792.810

Tahun 2014 = x100%

765.383.991.195

=10,2%

97.339.497.584

Tahun 2015 = x100%

818.059.491.533

=11,8%

139.217.621.679

Tahun 2017 = x100%

733.334.136.727

18,9%

Tabel 4.6
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Per hitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kota Binjai

Tahun Anggaran 2013-2017

Tahun PAD Pendapatan RKKD Pola
Anggaran (Rp) Transfer (%) Hubungan
2013 49.196.058.726,01 | 612.353.316.836,00 8,03 Instruktif
2014 71.967.137.635,10 | 717.043.184.708,00 10,03 Instruktif
2015 78.327.792.810,58 | 765.383.991.195,00 10,23 Instruktif
2016 97.339.497.584,36 | 818.059.491.533,00 11,89 Instruktif
2017 139.217.621.697,48 | 733.334.136.727,00 18,98 Instruktif
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Gambar Grafik 4.2

Rasio Kemandirian Keuangan Daer ah

Berdasarkan dari data yang dikelola yaitu berasa dari data APBD
Pemerintah Kota Binjai Tahun Anggaran 2013-2017 yang diukur dengan
menggunakan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah. Untuk nilai terendah
terdapat pada tahun 2013 sebesar 8,03%, untuk nilai tertinggi terdapat pada tahun
2017 sebesar 18,98%. Sementara untuk masing-masing nilai dari tahun tahun
2014 sebesar 10,3%, 2015 sebesar 10,23% dan 2016 sebesar 11,89%. Dapat
dilihat bahwa pada setiap tahun nilai persentase meningkat, tetapi kinerja
keuangan Pemerintah Kota Binjai masih sangat rendah karena berada di bawah
nilai 25%. Sementara itu untuk mencapai nilai tertinggi harus berada di angka
100%.

b. Rasio Efektivitas PAD
Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah

daerah dalam merealisasikan PAD direncanakan dibandingkan target yang
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ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.Rasio Efektivitas PAD dapat

dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

Rasio Efektivitas PAD =

Realisasi Pendapatan

Anggaran Pendapatan

x100%

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2915

Tahun 2016

Tahun 2017

49.196.058.726

= 88,2%

71.967.137.636

X
55.753.400.394

100

= x100%

"~ 82.902.282.690

= 86,8%

78.327.792.811
"~ 91.027.835.669

=104%

97.339.497.585
"~ 98.605.157.050

=98,7%

139.217.621.698

X

X

"~ 170.357.041.236

=81,7%

100%

100%

x100%
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Tabel 4.7

Perhitungan Rasio Efektivitas PAD Pemerintah Kota Binjai
Tahun Anggaran 2013-2017

Tahun Anggaran PAD Realisas PAD REPAD Kreteria
Anggaran (Rp) (Rp) (%)
2013 55.753.400.394,00 | 49.196.058.726,01 | 88,23 Kurang
Efektif
2014 82.902.282,690,00 | 71.967.137.635,10 | 86,80 Kurang
Efektif
2015 91.027.835.669,00 | 78.327.792.810,58 | 86.04 Kurang
Efektif
2016 98.605.157.050,00 | 97.339.497.584,36 | 98.71 Cukup
Efektif
2017 170.357.041.265,33 | 139.217.621.697,48 | 81.72 Kurang
Efektif
120.00%
98.71%
100.00% |oo 20, 56.80% )
. S 80.04% 81.72%
80.00% v
60.00%
40.00% -
20.00%
0.00%
2013 2014 2015 2016 2017

i Rasio Efektivitas PAD

Gambar Grafik 4.3

Rasio Efektivitas Keuangan Daerah

Berdasarkan dari data yang di kelola yang berasal dari data APBD

Pemerintah Kota Binjai Tahun Anggaran 2013-2017 yang diukur dengan

menggunakan Rasio Efektivitas PAD dari masing-masing pada tahun 2013, 2014,

2015 dan 2017 dinyatakan kurang efektif, karena berada di bawah nilai 100%.
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Sementara berdasarkan dari perhitungan tahun 2013 nilainya sebesar 88,23%,
tahun 2014 sebesar 86,80% 2015 sebesar 86,04% .Untuk tahun 2016 nilai
presentase mengalami kenaikan sebesar 98,71% ini dikatakan cukup efektif
karena nilai tersebut berada di antara 90%-99% dan untuk tahun 2017 nilai
presentase mengalami penurunan menjadi 81,72%.
c. Rasio Efesens Keuangan Daerah
Rasio efesens keuangan daerah menggambarkan perbandingan
antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan
dengan realisas pendapatan yang diterima.Raso Efesens Keuangan

Daerah dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

Realisasi Belanja Daerah

REKD =

x100%

Pendapatan Daerah

702.167.562.649,26
Tahun 2013 = x100%
711.568.038.362,01

98,6%

_ 804.308.312.949,00

Tahun 2014 = x
804.091.375.966,00
= 100,02%
884.622.896.746,00
Tahun 2015 = x100%
843.711.784.005,58
=104%
945.078.606.296,00
Tahun 2016 = x100%

" 964.637.550.866,42

=97,9%



Tahun 2017

694.158.131.070,00

"~ 879.551.758.424,48

=96,5%

Tabel 4.8

Perhitungan Rasio Efesiensi Keuangan Daerah
Pemerintah Kota Binjai Tahun Anggaran 2013-2017
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Tahun Redlisas Belanja Redlisas REKD
Anggaran (Rp) Pendapatan (%) Kreteria
(Rp)
2013 702.167.562.649,26 | 711.568.038.362,01 9,86 Sangat
Efesien
2014 804.308.312.949,00 | 804.091.375.966,10 100 Tidak
Efesien
2015 884.622.896.746,00 | 843.711.784.005,58 104,8 Tidak
Efesien
2016 945.078.606.296,00 | 964.637.550.866,42 97,97 Kurang
Efesien
2017 694.158.131.070,00 | 879.551.758.424,48 78,92 Cukup
Efesien
120.00% L4505
100% -80% 97.97%
100.00%
78.92%
80.00%
60.00%
40.00%
20.00% 9.86%
0.00%
2013 2014 2015 2016 2017

REKD (%)

Gambar Grafik 4.4

Rasio Efesiens Keuangan Daerah
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Berdasarkan dari data yang di kelola dengan menggunakan dataAPBD
Pemerintah Kota Binjai Tahun Anggran 2013-2017 yang diukur dengan
menggunakan Rasio Efesiens Keuangan Daerah untuk tahun 2013 dengan nilai
presentase sebesar 9,89% dikatakan sangat efesien, karena berada nilai tersebut
berada di bawah 60% . Untuk masing-masing dari tahun 2014 dan 2015 dikatakan
tidak efesien karena nilai tersebut berada di atas 100%. Untuk tahun 2014 nilai
presentase sebesar 100% dan tahun 2015 sebesar 104,8%. Untuk tahun 2016 nilai
persentase tersebut be sebesar 97,97% dikatakan kurang efesien karena untuk nilai
presentase bersebut berada diatara 80%-90% dan untuk tahun 2017 nilai
presentasenya sebesar 78,92% dikatakan cukup efesien karena nilai tersebut

berada di bawah 80%.

B. Pembahasan
Berikut adalah rekapitulas Rasio Keuangan Pemerintah Kota Binjai
tahun anggaran 2013-2017 :

Tabel 4.9
Rekapitulasi Rasio Keuangan Daer ahPemerintah Kota Binjai
Tahun Anggaran 2013/2017

Tahun Rasio Kemandirian Rasio Efektivitas PAD Rasio Efesiens

Persen (%) Kreteria Persen (%) Kreteria Persen (%) Kreteria
2013 8,03 Instruktif 88,23 Kurang Efektif 9,86 Sangat Efektif
2014 10,3 Instruktif 86,80 Kurang Efektif 100 Kurang Efesien
2015 10,23 Instruktif 86,80 Kurang Efektif 104,8 Tidak Efesien
2016 11,89 Instruktif 89,71 Cukup Efektif 97,97 Kurang Efesien
2017 18,98 Instruktif 81,72 Kurang Efektif 78,92 Kurang Efesien

(Sumber : penulis,2019)
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1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Berdasarkan dari hasil rekapitulasi dari tabel di atas yang dikelola
melaui rasio keuangan daerah dengan data yang tersedia dari data Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dari perhitungan Rasio Kemandirian
Keuangan tahun anggaran 2013-2017. Tingkat kemandirian keuangan daerah
dapat dinyatakan kinerja Pemerintah Kota Binjai masih di kreteria sangat
rendah dan termasuk pola instruktif. Instruktif artinya peranan pemerintah
pusat lebih dominan dalam penyelenggaraan/kegiatan pemerintah daerah
(deerah  belum mampu melaksanakan otonomi daerah). Hal ini
menggambarkan bahwa Pemerintah Kota Binja masih sangat tinggi
ketergantungannya dalam membiayai kegiatan pemerintah daerah itu
sendiri.Kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak dan
retribus menjadi salah satu ha yang menyebabkan PAD yang dihasilkan
Pemerintah Kota Binjai belum bisa diandalkan dalam membiayai pelaksanaan
pemerintah dan pembangunan. Semakin rendah rasio kemandirian keuangan
daerah maka semakin tinggi bantuan dari pihak luar ( Abdul Halim, 2013)

Berdasarkan pertumbuhan kemandirian keuangan daerah yang
kecenderungannya mengalami peningkatan, terlihat Pemerintah Kota Binjai
menunjukkan upaya mengurangi ketergantungan terhadap bantuan pihak
ekstren. Pemerintah daerah mendorong pertumbuhan PAD dengan
mengandalkan pajak dan retribusi yang didasarkan oleh peraturan yang telah
ditetapkan. Dalam hal ini, untuk meningkatkan penerimaan PAD melalui
pajak dan retribus sebaiknya tidak hanya mengandalkan peraturan daerah

semata, tetapi juga melibatkan peningkatan kualitas SDM, penyiapan
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saranalprasarana dasar dan pendukung, peraturan dan perundangan yang
memperhatikan aspek ekonomi, efesiens dan netralitas serta lembaga-
lembaga yang terkait, termasuk desentrasisasi kewenangan perijian investas,
kebijakan pemberian fasilitas intensif kepada investor dan optimalisas
potens perekonomian lokal sehingga bermanfaat kepada daerah.

Semakin rendah rasio kemandirian keuangan daerah maka semakin

tinggi bantuan dari pihak luar ( Abdul Halim, 2013)

2. Rasio Efektivitas PAD

Untuk tingkat efektivitas PAD Pemerintah Kota Binjai untuk Tahun
2013,2014.2015,2017 termasuk kreteria kurang efektif karenanilai presentase
diantara 75%-89%. Pada tahun 2016 nilai presentas dari rekapitulas sebesar
97,97% ini dikatakan cukup efektif, walaupun ada nilai presentase yang
menunjukan cukup efektif namun dominan dari hasil perhitungan tersebut
dominan kurang efektif dalam menjalankan kinerja keuangan pemerintah
daerah. Dikatakan efektif apabila ukuran suatu keberhasilan dalam
melaksanakan organisass dalam mencapal tujuan organisas yang telah
ditetapkan. Efektif berhubungan dengan suatu dergjat keberhasilan, artinya
pemerintah daerah berhasil daam meredisaskan PAD yang telah
direncanakan dan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan
potens rill. Semakin tinggi rasio efektivitas PAD maka semakin baik kinerja
pemerintah. Jika kemakin rendah rasio efektivitas PAD maka kinerja

pemerintah dikatakan buruk (Mahmudi, 2010 : 143).
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3. Rasio Efesens Keuangan Daerah

Untuk tingkat efesiens keuangan daerah Pemerintah Kota Binjai
untuk tahun anggaran 2013-2017 cenderung nilai presentase naik turun. Pada
tahun 2013 perhitungan menunjukan bahwa rasio efesiensi dikatakan sangat
efesien karena nilai presentasenya sebesar 9,86% dimana untuk kreteria
sangat efesien apabila angka presentase di bawah 60%. Untuk tahun 2014
rasio tersebut mengalami kenaikan sebesar 100% dan tahun 2015 nilai
prsentase sebesar 104,8% angka tersebut menujukkan bahwa kinerja Kota
Binjai tidak efesien tidak efesien, karena angka presentase tersebut diatas
100%. Kemudian di tahun 2016 dan 2017 mengalami penurunan nilai
presentase menjadi kurang efesien. Untuk tahun 2016 nilai presentase
menurun menjadi 97,97% dan untuk tahun 2017 mengalami penurunan
angka presentase sebesar 78,92% Dimana nilai kurang efesien apabila nilai
presentasenya diantara 90%-100%. Semakin kecil rasio efesiens keuangan
daerah maka semakin efesien. Jika semakin besar rasio efesiens keuangan

daerah maka semakin tidak efesien (Abdul Halim, 2013).



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesmpulan

Berdasarkan dari analisis kinerja keuangan pemerintah daerah Kota
Binja berdasarkan penelitian ini yang diukur dengan raso keuangan daerah
adalah sebagai berikut:

1. Rasio kemandirian keuangan daerah yang masih dibawah standar
keuangan daerah yang dikarenakan masih kurang mampunya pemerintah
daerah Kota Binjai dalam meningkatkan Pendapatan Adli Daerah sehingga
menyebabkan pemerintah daerah Kota Binjai bergantung pada pemerintah
pusat (pihak ekstren).

2. Rasio efektivitas PAD menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Binjai
dinyatakan kurang efektif dalam menjaankan kinerja keuangan
pemerintah daerah karena pemerintah daerah belum berhasil dalam
merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang telah di rencanakan dengan
yang targetkan sesuai dengan potensi rill daerah.

3. Rasio efesenss menyatakan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kota
Binjai kurang efesien.

B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan saran yang dapat diberikan

adalah sebagai berikut :

65



66

1. Sebaiknya Pemerintah Kota Binjai lebih mengoptimalkan sumber-sumber
PAD yang ada maupun yang belum diolah agar dapat meningkatkan PAD
sehingga ketergantungan terhadap sumber dana dari pemerintah pusat
dapat diminilisir.

2. Pemerintah Kota Binjai dapat diharapkan mampu untuk meningkatkan
semua pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan realisasi anggaran,
baik memberikan bimbingan teknis maupun pelatihan dalam pengelolaan
data. Dengan begitu penyusunan laporan realisasi anggaran berjalan
dengan tepat waktu dan memudahkan penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD)

3. Sebaiknya Pemerintah Kota Binjai diharapkan mampu untuk
meningkatkan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah guna untuk
meningkatkan playanan pada masyarakat

4. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan agar menjadi referens untuk
penelitian selanjutnya dan lebih terperinci lagi dalam menganalisis kinerja

keuangan pemerintah Kota Binjai.
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